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ABSTRAK 

 

 

 Konflik dalam keluarga merupakan hal yang sangat wajar terjadi, karena 
dengan adanya konflik setiap pasangan akan lebih berusaha untuk lebih saling 
memahami pasangannya. Proses penyelesaian konflik bermacam-macam, 
tergantung pada setiap keluarga bagaimana cara ingin menyelesaikan. Fakta yang 
ada pada kehidupan keluarga dalam masyarakat  bahwa tidak jarang konflik yang 
dialami berujung pada tindak kekerasan. Konflik yang terjadi disebabkan oleh 
beberapa faktor, di antaranya adalah karena faktor ekonomi, keluarga dan lainnya. 
Ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum menjadikan kekerasan dalam rumah 
tangga tetap terjadi sampai saat ini. langkah yang diambil para korban tindak 
kekerasan salah satunya adalah dengan cara mengkonsultasikan permasalahannya 
kepada nyai  pengasuh pondok pesantren. 

Penelitian ini merupakan penilitian lapangan, yaitu data-data yang 
dijadikan rujukan dari penelitian merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. 
Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari nyai PP. 
Annuqayah dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep. 
Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis yang mengacu 
pada UU No. 23 Tahun 2004 untuk mengetahui bagaimana peran seorang nyai PP. 
Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga apakah 
sesuai dengan yang telah dtetapkan oleh hukum negara atau tidak. 

Peran nyai PP. Anuuqayah dalam penyelesaian kasus kekerasn dalam 
rumah tangga terbagi menjadi dua  bentuk, yaitu; berperan dengan memberikan 
solusi secara ruhaniyah dan berperan dengan memberikan solusi secara ruhani 
serta pendampingan secara hukum kepada para korban tindak kekerasan dalam 
rumah tangga dengan tujuan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialami oleh para korban tidak terus menerus terjadi dan tidak dilakukan oleh 
keluarga lain. 
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h. 

ء$+ا#"ا*و&()  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 
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Kasrah + ya’ mati 

 =.<(ل
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Tafṣîl 
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Dlammah + wawu mati 

 أ<?2
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Fatha + wawu mati 

"&?C&ا 

Ditulis 
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Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأ>=م

DC'أ Ditulis U’iddat 

 FG Ditulis La’in syakartumنE$+=م

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan dan berpengaruh sangat 

besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap 

anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala 

rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin suatu keluarga. Hubungan 

keluarga ditimbulkan atas terjadinya suatu perkawinan yang sah baik menurut 

agama ataupun negara. Hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

berdasarkan keyakinan masing-masing, 2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.1 

Suatu hubungan keluarga yang harmonis, bahagia, tentram dan lainnya 

sangat didambakan oleh setiap manusia. Untuk mewujudkan keluarga 

sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah, karena 

terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan melalui 

penyesuaian yang lama, mengingat keluarga terbentuk dari dua karakter yang 

berasal dari dua keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman 

hidup yang juga berbeda.2 

                                                           
1  Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 
Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 1. 
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Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan 

oleh Glenn (2003), yakni konflik, komunikasi, dan beberapa tugas rumah tangga.

Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya 

konflik yang terjadi.3 

Ketiga hal tersebut harus selalu dijaga dan diperhatikan dengan baik. 

Namun yang paling penting diantaranya adalah komunikasi, peran kominakasi 

adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasasangan, jika hal 

ini dapat dijaga dengan baik oleh kedua pasangan menandakan bahwa proses 

penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik. Maka sangatlah penting 

untuk selalu menjaga komunikasi antara suami dan istri. Ketika komunikasi itu 

sudah sulit dilakukan, maka dari situlah sebenarnya akan muncul beberapa 

permasalahan baik itu permasalahan yang ringan ataupun sampai permasalahan  

yang berujung  pada perceraian.  

Ketegangan maupun konflik baik itu antara suami dan istri ataupun antara 

orang tua dengan anak sudah merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam 

sebuah keluarga atau rumah tangga. Karena tidak ada keluarga yang tidak 

berkonflik, hanya saja yang membedakan itu adalah tentang bagaimana cara 

menyelesaikan konflik tersebut dan itulah yang menjadi ciri khas tersendiri dalam 

suatu keluarga. 

 Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 3,4 sehingga 

                                                           
3Ibid, hlm. 10. 
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mana mewajibkan bagi setiap warga negaranya untuk mengetahui dan 

menjalankan segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang 

dalam Undang-Undang. Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan Tindak 

Pidana Khusus yang diatur sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 356 ayat 1 

yang secara garis besar pasal tersebut berbunyi: “Bila kejahatan itu dilakukan 

terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya diancam hukuman 

pidana”. 5 Setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan memiliki 

konsekuensi hukum bagi pelanggar aturan tersebut, baik itu orang yang sudah 

mengetahui tentang aturan tersebut ataupun tidak mengetahuinya.  

 Islam juga sangat melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, seperti 

yang terdapat dalam surat an-Nisa’:19 

 و���وھّ� ������وف6

Menjaga hak-hak setiap individu merupakan salah satu ajaran penting 

dalam Islam, salah satunya seperti yang disebutkan dalam maqaṣid al-syari’ah 

dengan adanya lima prinsip yang harus selalu dipegang dan dijaga dengan baik 

agar segala kebutuhan bisa tercapai dengan baik pula.   

                                                                                                                                                               

4Amandemen ketiga UUD 1945. 

5Pasal 356, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

6An-Nisa’ (4): 19. 
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 Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada setiap golongan 

masyarakat, baik itu dari golongan yang kaya, menengah, miskin, pejabat, tokoh 

agama maupun yang lainnya dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang 

dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kekerasan dalam 

rumah tangga sudah biasa terjadi dalam suatu keluarga, akan tetapi tidak ada 

pencegahan atau perlawanan terhadap kekerasan tersebut karena ketidaktahuan 

sebagian masyarakat terhadap hukum yang mengatur untuk melindungi hak hak 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

 Hukum adat disuatu daerah juga sering menjadi kekuatan yang sangat 

menekan terhadap perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling 

didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hak-hak seperti hubungan 

keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu 

sentral dalam kehidupan perempuan. 

 Di kabupaten Sumenep misalnya, kekerasan dalam rumah tangga masih 

sering terjadi. Selain faktor pernikahan yang berawal dari perjodohan yang 

dilakukan oleh orang tua, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu yang 

sangat kuat. Hal ini dikarenakan mayoritas perekonomian masyarakat di 

Kabupaten Sumenep sangatlah rendah, apalagi untuk ukuran masyarakat yang 

tinggal di pedesaan.  

 Hal lain yang juga mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

adalahkonsep sami’na wa atha’na. Kesalah pahaman dalam memahami ayat Al-
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Qur’an menjadikan perempuan semakin tidak mempunyai kekuatan dan 

kehilangan haknya dalam kehidupan berumah tangga. 

 Tokoh agama atau ulama’ dianggap mampu menjadi perantara untuk 

memeberikan pencerahan terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan mereka. Dengan berbagai macam bentuk solusi yang diberikan seperti 

nasehat, doa dan hal lainnya. 

Kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sumenep terhadap tokoh agama 

atau ulama’ masih sangat tinggi, sehingga ketika berbagai macam permasalahan 

terjadi mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan para tokoh agama atau 

ulama’ untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 Tidak terkecuali dengan permasalahan yang terjadi di dalam rumah 

tangga. Sebagian masyarakat di Kabupaten Sumenep juga tidak segan meminta 

bantuan para tokoh agama atau ulama’ untuk meminta solusi agar permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa harus membuat perpecahan dalam 

keluarga.Hal ini dilakukan karena keingin mereka untuk tetap mempertahankan 

hubungan rumah tangga sangatlah kuat meskipun banyaknya permasalahan yang 

terjadi, baik dari permasalahan terkecil hingga permasalahan terbesar dalam 

keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan  lainnya. 

 Ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu 

alasan kenapa sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Karena dalam fikiran 

mereka, ketika harus berhubungan dengan hukum maka konsekuensi terbesar 
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yang harus diterima adalah pengeluaran uang dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Sementara perekonomian yang ada di masyarakat rata-rata sangatlah rendah.  

 Pondok pesantren menjadi tempat dimana sebagian besar para ulama’ 

berdakwah dan menyalurkan ilmunya. Ada sebagian yang memang meliki 

pesantren atau ada juga yang hanya mengabdi di pondok pesantren dengan cara 

mengajar di sekolah-sekolah yang ada di pesantren tersebut. Pondok pesantren 

Annuqayah misalnya, adalah pondok pesantren tertua yang ada di Kabupaten 

Sumenep yang didirikan pada tahun 1887 oleh K. H. Moh. Syarqawi yang berasal 

dari Kudus, Jawa Tengah. Pondok pesantren yang menerapkan sistem salaf dan 

sekolah formal ini sampai sekarang sudah memilki santri sekitar 6000 orang. 

Kepercayaan masyarakat terhadap PP. Annuqayah terutama di Kabupaten 

Sumenep sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dengan mayoritas santri di pondok 

pesantren Annuqayah didominasi oleh warga dari Kabupaten Sumenep sendiri. 

 Mengingat banyaknya pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep dan 

luasnya ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, maka tulisan ini akan 

menguraikan tentang peran nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus 

kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004 (Studi 

kasus di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep).  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten 

Sumenep? 

2. Bagaimana peran nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep 

berdasarkan pada tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan rumah tangga yang terjadi di 

Kabupaten Sumenep. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran para nyai di PP. Annuqayahterhadap 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mengenai kekerasan 

dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep berdasarkan 

ketentuan hukum UU No. 23 Tahun 2004. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan terhadap penekanan sosialisasi hukum serta 

sebagai bahan pembaharuan hukum tindak pidana khusus dalam hal 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam pengetahuan tentang 

kekerasan dalam rumah tangga.  
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D. Telaah Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga, baik 

secara umum maupun khusus yang penulis ketahui, yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umar Ariyanto Saputra dengan judul 

“Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 

Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini 

memuat penjelasan tentang bagaimana cara menangani kasus kekerasan dalam 

rumah tangga berdasarkan pengalam Rifka Annisa. Dalam hal ini menggunakan 2 

metode yaitu model pendampingan terhadap perempuan dan model pendampingan 

terhadap laki-laki sebagai pelaku kekerasan yang semua metode tersebut 

dilakukan dengan cara konseling terhadap kedua belah pihak.7 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Listia Romdiyah dengan judul 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan 

Hukum Positif)”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang bagaimana 

pandangan hukum Islam ataupun hukum positif yang tercantum dalam UU No. 23 

Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai 

perbuatan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Islam juga 

memandang kekerasan dalam rumah tangga  sebagai tindakan yang tercela dan 

juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu setiap pelaku tindak 

                                                           

7Umar Ariyanto Saputra, Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta), Fakultas 
Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014). 
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pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dihukum berdasarkan undang-

undang yang sudah mengatur.8 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nola Fitria, SEI yang berjudul 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut 

Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang runtuhnya suatu hubungan rumah tangga dikarenakan adanya tindak 

kekerasan yang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang 

sangat fatal jika terjadi dalam hubungan rumah tangga, sehingga pada akhirnya 

perceraianlah yang menjadi opsi paling utama yang dipilih oleh kedua belah 

pihak. Baik antara hukum islam ataupun hukum posistif yang berlaku di Indonesia 

sama sama tidak menyetujui adanya kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini 

bisa menyebabkan hilangnya komitmen yang dibangun dari awal terjadinya 

pernikahan dan hanya akan berujung pada perceraian, meskipun di dalam hukum 

positif yang mengatur tidak dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga bisa menjadi alasan perceraian.9 

Keempat, artikel yang ditulis oleh Didib Nuhatma yang berjudul 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Makalah ini membahas tentang bentuk 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dicantumkan dalam UU no. 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), 

                                                           
8Listia Romdiyah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum 

Islam Dan Hukum Positif), Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
(Yogyakarta: 2006). 

9 Nola Fitria, SEI, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri 
Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif), Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2010). 
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faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan 

bagaimana cara untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Karena 

kekerasan dalam rumah tangga sangat berakibat buruk baik terhadap hubungan 

rumah tangga atau pada psikologi kepribadian masing masing individu dan 

anak.10 

Kelima, artikel yang ditulis oleh Tri Andayani W & Rosliyanti yang 

berjudul “Pro Kontra Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak-

anak”. Kekersan rumah tanggabisa terjadi pada siapa saja, apalagi jika kekerasan 

tersebut terjadi di depan anak-anak, selain dampak psikologi yang diterima yaitu 

trauma.Kejadian ini juga akan memberikan efek jangka panjang yang bisa 

dilakukan juga oleh anak tersebut kelak jika dia sudah berumah tangga. Anak 

sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya dipukul secara 

fisik saja, tapi yang sering terjadi juga adalah anak menjadi terlantark, hal   ini 

yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua mereka.11 

Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan makalah telah banyak 

membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Namun sejauh 

pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang peran 

nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum 

UU No. 23 Tahun 2004 (studi kasus di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep).  

 

 

                                                           
10Didib Nuhatma, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 06 Agustus 2016. 

11Tri Andayani W & Rosliyanti, Pro Kontra Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Terhadap Anak-anak, dimuat oleh Headline Event Kompas Niaga pada tanggal 24 Juni 2012. 
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E. Kerangka Teori 

Kajian tentang peran nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004 (studi kasus di PP. 

Annuqayah, Kabupaten Sumenep), dianilisis dengan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).  

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau 

perkawinan atau menyediakan terselanggaranya fungsi-fungsi instrumental 

mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada 

dalam satu jalan.12 

Keluarga merupakan hubungan yang timbul akibat adanya perkawinan, 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami 

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang  sakinah berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.13 

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang 

bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan 

harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga 

keharmonisannya dan diupayakan agar tetap langgeng (kekal), antara suami sitri 

harus tetap menjaga agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. 

Karenaperbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri adalah hal yang 

                                                           
12Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 5. 

13Pasal 1 ayat 1, Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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sangat wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sangat baik oleh 

keduanya.14 

 Struktur dalam keluarga yang biasanya terdiri dari Ayah, ibu, dan anak 

merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. 

Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal 

balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. 

 Pertengkaran atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal 

yang sangat wajar terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena sulitnya 

menyatukan dua karakter yang pada awalnya terbentuk dari dua keluarga yang 

berbeda kemudian menjadi satu dengan adanya pernikahan. Oleh karena itu untuk 

membangun suatu hubungan keluarga diperlukan adanya komitmen dan prinsip 

oleh kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga kedepannya.  

 Cara penyelesaian konflik dalam suatu keluarga juga memeliki keunikan 

masing-masing. Ada yang hanya cukup dengan bermusyawarah dan ada juga yang 

melalui suatu lembaga seperti pengadilan atau lainnya. 

Ada beberapa macam cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 

yaitu: 

1. Menghindar / pasrah 

Cara ini sering digunakan oleh seseorang yang sedang mengalami 

konflik atau permasalahan  baik itu permasalahan yang ringan ataupun 

                                                           
14Moerti Hadiati Soeroso tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Yuridis-Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 64. 
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yang tingkatan permasalahannya sedang, dengan alasan agar 

permasalahan yang ada tidak terlalu larut dan agar kondisi bisa segera 

kembali seperti semula.  

2. Negosiasi 

Negosiasi biasanya dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak 

lawan yang bersengketa, agar permasalahan bisa diselesaikan secara 

baik baik yaitu dengan cara  musyawarah  tanpa menempuh jalur 

hukum. 

3. Mediasi 

Negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengikut 

sertakan orang ketiga yang ahli dalam cara bernegosiasi yang efektif 

dengan tujuan agar membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan yang terjadi. 

4. Arbitrase 

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian masalah yang 

hampir sama dengan mediasi, namun bolehnya beberapa pihak yang 

ikut untuk menyelesaikan masalah boleh dari satu orang (1 orang atau 

lebih yang berprofesi sebagai arbiter). 

5. Litigasi 

Proses penyelesaian masalah dengan menempuh jalur hukum. 
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6. Memaksakan kehendak 

Memaksakan kehendak merupakan penyelasain masalah yang sering 

dilakukan oleh setiap orang yang sedang berkonflik. Dari penyelesaian 

masalah inilah banyak sering terjadi hal hal yang tidak diinginkan apa 

lagi dalam suatu keluarga. Biasanya jika menggunakan penyelesaian 

masalah dengan cara ini akan menimbulkan kekerasan baik kepada 

suami, istri, anak ataupun kepada pihak lawan yang bersengketa.15 

 Jika setiap penyelasaian permasalahan dalam suatu keluarga menggunakan 

point ke 6 di atas, yaitu dengan memaksakan kehendak, maka untuk menghindari 

terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sangatlah sulit.  

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga memiliki arti bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 

untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.16 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah 

keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum 

                                                           
15Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dari Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan,  (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11-12. 

16Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
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dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang 

berbunyi:“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga”. 

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah melakukan 

beberapa cara, diantaranya dengan : 

1. Merumuskan kebijakan  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga. 

2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam 
rumah tangga. 

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu 
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan 
akreditasi pelayanan yang sensitif gender (pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004).17 

 Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban kekersan dalam rumah 

tangga. Hal ini terjadi karena adanya suatu anggapan bahwa seorang istri 

cenderung menjadi objek, bukan sebagai subjek (individu) yang mempunyai hak 

asasi yang patut dihormati. 

 Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, disebutkan bahwa: 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.18 

                                                           
17Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

18Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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Kekerasan dalam rumah tangga menjadi momok tersendiri bagi setiap 

pasangan yang akan berkeluarga, terutama pada pihak perempuan. Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) telah menyebutkan beberapa pihak yang harusnya berperan 

untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: 

a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 

b). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
d). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuaidengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

e). Pelayanan bimbingan rohani.19 
 

Sedangkan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga, terdapat dalam pasal 144 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004, yaitu: 

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.20 
 

 

 

                                                           

19Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. 

20Pasal 144 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. 
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F. Metode Penelitian. 

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-

data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang 

ada di lapangan.21  Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya 

bersumber dari nyai PP. Annuqayah dan pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga di Kabupaten Sumenep. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian menggunakan metode perskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah 

sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.22Data yang diperoleh adalah 

dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian 

yang dilakukan  berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah 

dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar meberikan 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.23 

 

                                                           

21Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2007), hlm. 28. 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2014), hlm. 230. 

23Noer Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), 
hlm. 62. 
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a. Wawancara 

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data.24 Dalam hal ini 

penulis mewawancarai  pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan para 

nyai di PP. Annuqyah . 

b. Peneliti melakukan observasi langsung ke pondok pesantren yang ada di 

Kabupaten Sumenep untuk memperoleh gambaran bagaimana tanggapan 

para nyai (pengasuh pondok pesantren) berdasarkan pemahaman tentang 

Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah 

tangga.25 

c. Mengumpulkan dokumen seperti data pelaku kekerasan dalam rumah 

tanga, serta alasan yang melatar belakangi kekerasan tersebut harus 

terjadi. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalahpendekatan yuridis 

yaitupendekatan yang mengungkapkan kaidah-kaidah normatif dan asas-

asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana.26 

Dalam hal ini berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pendekatan 

                                                           

24Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2007), hlm. 28. 

 

25Ibid, hlm. 29. 

26 http://nisyustisia1.blogspot.co.id/2016/06/proposal-skripsi-analisis-yuridis.html?m=1, 
diakses 07 Mei 2017. 
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yuridis digunakan untuk menganalisa peran nyai dalam menyelesaikan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, apakah sudah efektif ataukah tidak. 

Sehingga perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga diberikan dengan selayaknya. 

4. Metode analisis 

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode 

dengan cara menganilis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau 

sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang 

diperoleh.27Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

teori atau kaidah yang ada.28 Metode ini digunakan untuk menganalisis 

bagaimana peran nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep. Data akan 

disimpulkan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diambil dari 

berbagai sumber sehingga dapat menyimpulkan bagaimana peran nyai 

dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau 

berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis 

menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu: 

                                                           

27Ibid, hlm. 72. 

28Ibid, hlm. 73. 
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Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah dengan menguraikan masalah tentang masalah perkawinan 

endogami. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok 

masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya 

penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang 

ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk 

menerangkan masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun 

kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat 

analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian 

menggambarkan acara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, 

kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan 

pembaca kepada substansi penelitian. 

Bab kedua, menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga 

dan ruang lingkupnya menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. 

Bab ketiga, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 

Kabupaten Sumenep. 

Bab keempat, analisis peran nyai di PP. Annuqayah terhadap 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 

Tahun 2004.  

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga di 

Kabupaten sumenep serta bagaiman aperan nyai di PP. Annuqayah dalam 

menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep 

bermacam-macam, berdasarkan bentuk kekerasan yang tercantum dalam 

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, kekerasan yang terjadi ada 4 bentuk kekerasan, yaitu; kekerasan 

fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan kekerasan 

penelantaran atau kekerasan ekonomi. Hal ini didasari oleh berbagai 

macam faktor, yaitu;  

a. Kekeliruan dalam memahami ajaran agama 
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b. Ekonomi 

c. Keluarga 

d. Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan orang tua  

e. Pendidikan 

2. Peran nyai di PP. Annuqayah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga adalah sesuai dengan pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 

Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada point d dan e 

yaitu dengan memberikan pendampingan oleh pekerja sosial dan 

pelayanan bimbingan rohani  

B. Saran-saran. 

Agar dapat memberikan masukan atau solusi yang tidak hanya sekedar dilihat 

dari segi agama saja dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, maka 

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemahaman terhadap peraturan terkait dengan kekerasan dalam rumah 

tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 
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2. Pemerintah setempat harusnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat 

di Kabupaten sumenep mengenai peraturan perundang-undangan tentang 

kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya melaporkan tindak 

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, agar tindak kekerasan 

tersebut tidak terjadi terus -menerus kepada dirinya dan bisa dijadikan 

sebagai contoh terhadap keluarga lain agar tidak melakukan tindak 

kekerasan yang sama terhadap keluarga mereka. 
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LAMPIRAN 1 

HALAMAN TERJEMAHAN 

 

No  Nomor 

Halaman  

Nomor 

Catatan  

kaki 

Terjemahan  

1 3 3 Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang 

patut 

2 55 8 Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan 

(istri) 

3 55 9 Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka 

datangilah ladangmu sekehendakmu dengan cara 

yang kamu sukai 

4 66 1 Perkara yang halal namun dibenci Allah adalah 

talak 
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LAMPIRAN 2 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga? 

2. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang anda tangani? 

3. Apa saja faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga yang anda tangani? 

4. Apa solusi yang anda berikan terhadap korban? 

5. Bagaimana sikap korban setelah berkonsultasi pada anda? 
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Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Pekerjaan/Jabatan : 
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Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian 

guna penyusunan skripsi dengan judul “ PERAN NYAI TERHADAP 

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI PP. 

ANNUQAYAH KABUPATEN SUMENEP)” oleh saudara: 

Nama   : Kuswatul Mufida 

NIM   : 13350067 

Jurusan  : Hukum Keluarga Islam (AS) 

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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